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ABSTRAK 

Skripsi ini menganalisis tentang peran hukum internasional dalam menyelesaikan 

permasalahan pada kontrak pengangkutan barang jalur laut akibat pandemi 

COVID-19. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif 

dengan melakukan studi pustaka. Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini 

adalah instrumen hukum internasional yang mengatur kontrak internasional 

pengangkutan barang jalur laut dan permasalahan pada kontrak pengangkutan 

barang jalur laut selama pandemi COVID-19 dan serta bagaimana solusi untuk 

mengatasi penundaan kontrak pengangkutan jalur laut akibat adanya pandemi 

COVID-19. Hasil penelitian yang didapatkan adalah pengangkutan barang jalur 

laut secara khusus diatur dalam The Hague Rules 1924 dan Hamburg Rules 1978, 

diikuti perdagangan internasional yang diatur dalam  UNIDROIT, UNCTAD, dan 

ICC. Penundaan pengangkutan barang merupakan akibat utama dari pandemi yang 

menyebabkan keterlambatan barang muatan sampai ke penerima dan berakibat 

pada kerugian bagi pelaku bisnis. Untuk  menghindari tanggung jawab kerugian, 

pihak pengangkut dapat mengajukan penggunaan klausa force majeure. Upaya 

untuk menjamin keamanan barang muatan adalah dengan menggunakan asuransi 

kargo laut, namun renegosiasi kontrak dapat dilakukan untuk menghindari 

pembatalan kontrak dan pihak yang berkontrak dapat melakukan upaya non litigasi 

berupa arbitrase jika dihadapkan dengan sengketa kontrak internasional. 

 

Kata Kunci: Kontrak Internasional, Pengangkutan Barang Jalur Laut 
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ABSTRACT 

This research analyzed the role of international law in resolving problems in 

contracts for the carriage of goods by sea due to the COVID-19 pandemic. This was 

normative legal research by analizing library research. The problems discussed in 

this research were international legal instruments that regulate international contract 

for the carriage of goods by sea and its problems during the COVID-19 pandemic 

and also to give the solutions for delays in sea transportation contract due to the 

pandemic. The research result obtained that transportation of goods by sea is 

specifically regulated in The Hague Rules 1925 and Hamburg Rules 1978, followed 

by international trade which is regulated in the UNCTAD, UNIDROIT, and ICC. 

The main result of the pandemic is the delay in carriage of goods by sea that caused 

delays in the loading of goods to the recipient which affected loss to both parties. 

The carrier use the force majeure clauses as an excuese to avoid liability for losses. 

To guanrantee the safety of goods is by using marine cargo insurance, renegotiate 

contracts is an option to avoid cancellation of contracts, also arbitration as non-

litigation way is used solve international contract disputes. 

 

Key Words: International Contract, Carriage of Goods by Sea 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Organisasi internasional World Health Organizaton (WHO), sejak 

tanggal 11 Maret 2020 secara resmi menetapkan  kehadiran COVID-19 sebagai 

suatu pandemi dengan laju penyebaran virus yang terjadi dengan cepat dan 

menyebabkan berbagai permasalahan baru di bermacam-macam sektor dunia.1 

Pandemi COVID-19 adalah suatu penyakit yang dapat menginfeksi manusia 

dalam skala besar dan tersebar di hampir seluruh penjuru dunia.2 

Pandemi tidak hanya berdampak dalam bidang kesehatan, namun juga 

menimbulkan masalah pada transaksi perdagangan antarnegara seperti 

terjadinya penundaan proses pengiriman barang dalam kontrak pengangkutan 

jalur laut yang mana kesepakatan kontrak tersebut sudah terjadi di antara para 

pihak sebelum munculnya pandemi COVID-19. Hal ini terjadi karena banyak 

negara yang kemudian menerapkan kebijakan pembatasan dalam kegiatan 

sehari-hari seperti dalam bentuk social distancing dan lockdown serta upaya 

lain guna mencegah penyebaran virus dengan penerapan karantina di suatu 

wilayah atau daerah yang bertujuan untuk mengantisipasi sekaligus upaya 

pencegahan perpindahan individu baik untuk melakukan kegiatan ke dalam 

 
1 Kompas, “WHO Resmi Sebut Virus Corona COVID-19 sebagai Pandemi Global”, 

diakses melalui https://www.kompas.com/sains/read/2020/03/12/083129823/who-resmi-sebut-

virus-corona-covid-19-sebagai-pandemi-global?page=all pada 1 Juni 2023. 
2 Prudential, “Apa itu Sebenarnya Pandemi COVID-19?”, diakses melalui 

https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/apa-itu-sebenarnya-pandemi-COVID-19-ketahui-

juga-dampaknya-di-indonesia/ pada 1 Juni 2023. 

https://www.kompas.com/sains/read/2020/03/12/083129823/who-resmi-sebut-virus-corona-covid-19-sebagai-pandemi-global?page=all
https://www.kompas.com/sains/read/2020/03/12/083129823/who-resmi-sebut-virus-corona-covid-19-sebagai-pandemi-global?page=all
https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/apa-itu-sebenarnya-pandemi-COVID-19-ketahui-juga-dampaknya-di-indonesia/
https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/apa-itu-sebenarnya-pandemi-COVID-19-ketahui-juga-dampaknya-di-indonesia/
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maupun ke luar suatu wilayah, tak terkecuali berlaku pada kegiatan serta akses 

untuk keluar  dan masuk area pelabuhan.  

Pelabuhan berperan penting dalam jalannya perdagangan internasional 

karena fungsinya sebagai pintu masuk utama pada proses bongkar muat ekspor 

dan impor, hal ini sekaligus menjadi tempat bagi pengangkut untuk memenuhi 

kewajiban kontrak dengan moda transportasi laut.3 Kontrak merupakan suatu 

kesepakatan yang dibuat oleh 2 (dua) pihak atau lebih yang kemudian 

menciptakan suatu hak dan kewajiban yang dapat dilaksanakan atau diakui 

secara hukum.4 Jika ditinjau dari sifat dan ruang lingkup hukum mengikatnya, 

maka kontrak dibagi menjadi kontrak nasional dan kontrak internasional. 

Kontrak nasional adalah kontrak yang dibuat oleh 2 (dua) subjek hukum dalam 

suatu wilayah negara tanpa unsur asing. Sedangkan kontrak internasional 

adalah kontrak yang terdapat unsur asing (foreign element), yaitu  keterkaitan 

sistem hukum dari negara salah satu pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut 

sebagaimana pilihan hukum (choice of law) yang disepakati diantara keduanya.5 

Dapat dimaknai bahwa inti dari suatu kontrak internasional adalah terbentuknya 

sebuah kesepakatan.6 

Pengangkutan yang menggunakan moda transportasi laut umumnya 

digunakan untuk pengiriman secara global atau pengiriman antarnegara yang 

 
3 Republika. “Kemenperin: Pelabuhan Penting dalam Perdagangan Internasional”, diakses 

melalui https://www.republika.co.id/berita/qk8udt457/kemenperin-pelabuhan-penting-dalam-

perdagangan-global pada 2 Juni 2023. 
4 Black’s Law Dictionary : “An agreement between two or more parties creating 

obligations that are enforceable or otherwise recognizable under the law.” 
5 Huala Adolf, Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional, (Bandung: Refika Aditama, 

2008), hlm.1. 
6 Putri Lestari BR Simanjuntak, et.al, “Prinsip-prinsip Hukum Dalam Kontrak 

Internasional,” Fakultas Hukum Universita Negeri Sebelas Maret, 2013, hlm. 5. 

https://www.republika.co.id/berita/qk8udt457/kemenperin-pelabuhan-penting-dalam-perdagangan-global
https://www.republika.co.id/berita/qk8udt457/kemenperin-pelabuhan-penting-dalam-perdagangan-global
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kemudian untuk menjaga kepentingannya, pihak yang terlibat membuat suatu 

perjanjian yang dituangkan dalam bentuk kontrak pengiriman berskala global 

atau internasional. Pada dasarnya kontrak pengiriman internasional mengarah 

kepada asas kebebasan berkontrak dimana pihak yang berkontrak diberikan 

kebebasan untuk menentukan isi dari perjanjian dan pilihan hukumnya jika 

suatu saat terjadi perselisihan.7 

Pada 29 September 2016 bertepatan dengan  Hari Maritim Sedunia, Ban 

Ki Moon sebagai mantan Sekretaris Jenderal PBB pada pidatonya menyebutkan 

betapa pentingnya transportasi maritim bagi pengangkut dalam ranah 

perdagangan internasional.8 Soegijatna Tjakranegara berpendapat bahwa 

pengangkutan merupakan suatu kegiatan dari transportasi untuk memindahkan 

barang (commodity of goods) dan penumpang dari tempat asalnya (origin atau 

port of call) menuju ke tempat tujuan (port of destination) dan kemudian 

menghasilkan jasa angkutan.9 Pengangkutan melalui laut berperan besar dalam 

perdagangan internasional karena memiliki keunggulan seperti biaya angkut 

yang lebih terjangkau jika dibandingkan dengan moda angkut lain dan mampu 

membawa penumpang sekaligus mengangkut barang dengan berat yang 

mencapai ribuan ton.10 

 
7 Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UMA, “Freedom of Contract”, diakses melalui  

https://mh.uma.ac.id/tag/freedom-of-contract/ pada 11 Mei 2023. 
8 PSPD UGM, “Transportasi Maritim: Tulang Punggung dari Aktivitas Perdagangan 

Internasional”, diakses melalui https://cwts.ugm.ac.id/2022/04/18/transportasi-maritim-tulang-

punggung-dari-aktivitas-perdagangan-internasional/ pada 11 Mei 2023. 
9 Soegijatna Tjakranegara, Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 1995), hlm. 1. 
10 R. Soekardono, Hukum Perkapalan Indonesia, (Jakarta: Dian Rakyat, 1969), hlm. 12. 

https://mh.uma.ac.id/tag/freedom-of-contract/
https://cwts.ugm.ac.id/2022/04/18/transportasi-maritim-tulang-punggung-dari-aktivitas-perdagangan-internasional/
https://cwts.ugm.ac.id/2022/04/18/transportasi-maritim-tulang-punggung-dari-aktivitas-perdagangan-internasional/
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Dengan keunggulan-keunggulan tersebut, banyak pihak yang akhirnya 

memilih untuk menggunakan moda transportasi laut dalam kontrak 

pengangkutan barang. Kontrak pengangkutan jalur laut merupakan  kontrak 

yang dibuat antara pihak pengirim (shipper) dan pihak pengangkut (carrier), 

dimana pihak pengangkut dengan timbal balik berupa biaya angkut, berjanji 

untuk mengangkut muatan milik pengirim ke tempat tujuan dan 

menyerahkannya kepada pihak yang dituju.11 Kemudian menurut Article 1(6) 

Hamburg Rules, kontrak pengangkutan laut (contract of carriage by sea) 

merupakan pemberian kewajiban kepada pihak pengangkut untuk mengangkut 

barang muatan melalui laut dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain dan pihak 

pengangkut berhak mendapatkan upah angkutan.12 

Perkembangan zaman mengakibatkan bertumbuhnya kebutuhan akan 

transportasi pengangkutan sebagai salah satu moda pengangkutan barang yang 

juga diiringi dengan munculnya permasalahan baru yang mencakup tanggung 

jawab para pihak yang terlibat pada proses pengangkutan tersebut. 

Permasalahan yang muncul seperti perselisihan antara pihak pengirim (shipper) 

dengan pihak pengangkut (carrier). Hal ini dapat dimengerti mengingat setiap 

pihak ingin mendapatkan keuntungan atas kepentingannya masing-masing, 

pihak pengirim menginginkan optimalisasi keselamatan atas barangnya dan 

begitu sebaliknya pada pihak pengangkut yang berharap pihaknya memikul 

 
11 Indira Carr, Peter Stone, Intenational Trade Law 4th ed, (New York: Routledge-

Cavendish, 2010), hlm. 224. 
12 The Hamburg Rules, Article 1 (6) 
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tanggung jawab seminim mungkin.13 Keterkaitan atas kepentingan tersebut 

dijadikan suatu aturan di tingkat internasional atau global  yang disebut sebagai 

International Convention for the Unification of Certain Rules Relating to Bills 

of Lading yang kemudian lebih dikenal sebagai The Hague Rules 1924. The 

Hague Rules merupakan langkah awal penyeragaman hak dan tanggung jawab 

pihak yang berkontrak dalam pengangkutan yang secara khusus adalah 

pengangkutan laut. Kemudian pada tahun 1968, terjadi amandemen pada The 

Hague Rules 1924 yang kemudian disebut sebagai Hague-Visby Rules 1968 

yang diadopsi dalam Protocol to Amend the International for the Unification of 

Certain Rules of Law Relating to Bills of Lading. 

UNCTAD bersama United Nations Internasional Convention on the 

Carriage of Goods by Sea kemudian menghasilkan The Hamburg Rules 1978 

sebagai suatu konvensi yang memuat seperangkat aturan internasional yang 

mengatur tentang pengangkutan dan pengiriman barang jalur laut yang di 

adopsi di Hamburg pada tahun tahun 1978.14  Kemudian pada   tahun   2002,   

CMI (The Comité Maritime International)  dan UNCITRAL (United Nations 

Commission on International Trade Law)15  mulai  menyusun  rancangan  

konvensi  baru yang diterima  PBB  dalam  sidangnya  tanggal  11  Desember  

2008  sebagai the  UNCITRAL  Convention  on Contracts  for  the  International  

 
13 Pojok Asuransi, “The Hague Rules”, diakses melalui 

https://www.pojokasuransi.com/the-hague-rules/ pada 19 April 2023. 
14 UNCITRAL, “United Nations International Convention on the Carriage of Goods by Sea 

(the Hamburg Rules)”, diakses melalui https://uncitral.un.org/en/texts/transportgoods/ 

conventions/hamburg_rules pada 29 April 2023. 
15 United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) merupakan 

badan PBB yang dibentuk pada tahun 1966 yang mengkaji tentang pembaharuan hukum dagang 

internasional. 

https://www.pojokasuransi.com/the-hague-rules/
https://uncitral.un.org/en/texts/transportgoods/%20conventions/hamburg_rules
https://uncitral.un.org/en/texts/transportgoods/%20conventions/hamburg_rules
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Carriage  of  Goods  Wholly  or  Partly  by  Sea.16 Upacara penandatanganan 

dan pengesahan secara resmi konvensi ini dilakukan pada tanggal 23 September 

2009, di Rotterdam, Belanda dan kemudian disebut sebagai the “Rotterdam 

Rules”.17 

Peran organisasi internasional juga sangat penting dalam pelaksanaan 

suatu kontrak internasional. Seperti UNIDROIT Principles of International 

Commercial Contract  yang merupakan organisasi antarpemerintah untuk 

harmonisasi di bidang hukum kontrak komersial internasional dari berbagai 

sistem hukum yang berbeda yang dilakukan untuk memfasilitasi kegiatan 

perdagangan internasional.18 Adapun organisasi yang berperan dalam isu 

perdagangan internasional yaitu United Nations Conference on Trade and 

Development (UNCTAD), yang didirikan pada tahun 1964 dan menjadi organ 

utama Majelis Umum PBB dalam menangani isu perdagangan, investasi, dan 

pembangungan yang beranggotakan 191 negara dan bermarkas di Jenewa, 

Swiss.19 Pada bulan April 2020, UNCTAD menyiapkan Policy Brief yang berisi 

sepuluh poin aksi untuk mendukung perdagangan internasional di tengah krisis 

COVID-19.20 

 
16 Business Law Binus, “The History of Rotterdam Rules”, diakses melalui 

https://business-law.binus.ac.id/2017/04/30/the-history-of-the-rotterdam-rules/ pada 1 Mei 2023. 
17 UNCITRAL, “2008-United  Nations  Convention  on  Contracts  for  the  International  

Carriage  of Goods Wholly or Partly by Sea - the Rotterdam Rules”, diakses melalui 

https://uncitral.un.org/en/texts/transportgoods/conventions/rotterdam_rules pada 25 Mei 2023. 
18 Susiana, “Kontrak Baku Franchise Ditinjau Dari Ketentuan Unidroit dan KUH Perdata”, 

Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 65, Th. XVII, April 2015, hlm. 64. 
19 Center of World Reference, “Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan”, 

diakses melalui https://p2k.utn.ac.id/en3/2-3077-2966/Unctad_14130_p2k-utn.html pada 11 Mei 

2023. 
20 UNCTAD Policy Brief 91, “Strengthening International Response and Cooperation to 

Address the Seafarer Crisis and Keep Global Supply Chains Open During the Ongoing COVID-19 

https://wiki.edunitas.com/eng/114-10/Geneva_16107__eduNitas.html
https://business-law.binus.ac.id/2017/04/30/the-history-of-the-rotterdam-rules/
https://uncitral.un.org/en/texts/transportgoods/conventions/rotterdam_rules
https://p2k.utn.ac.id/en3/2-3077-2966/Unctad_14130_p2k-utn.html
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Meskipun terdapat aturan yang mengatur kewajiban pihak pengangkut 

dan pengirim, tetap tidak menutup kemungkinan pada pelaksanaan suatu 

kontrak pengangkutan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan untuk mencapai 

tujuan dari kontrak itu sendiri.21 Hambatan tersebut dapat berupa kehilangan 

barang, kerusakan barang, keterlambatan dalam pengiriman, hingga penundaan 

pengiriman yang terjadi oleh keadaan memaksa atau force majeure. Force 

majeure merupakan suatu keadaan dimana terjadinya peristiwa yang tidak dapat 

di prediksi atau dikendalikan oleh pihak yang terlibat suatu perjanjian atau 

kontrak.22 

Sehubungan dengan adanya keadaan memaksa yang dimaksudkan pada 

hadirnya wabah corona, terdapat perbedaan di setiap negara dalam mengambil 

kebijakan guna menghambat penyebaran virus corona.23 Negara yang 

memberlakukan penutupan akses keluar dan masuk pelabuhan akan sangat 

memengaruhi proses pengangkutan barang dan mengakibatkan terjadinya 

penundaan pengiriman, namun sebagian lain tetap memenuhi kewajiban 

pengangkutan selama pandemi COVID-19. Terdapat 2 (dua) kemungkinan 

 
Pandemic”, diakses melalui https://unctad.org/webflyer/strengthening-international-response-and-

cooperation-address-seafarer-crisis-and-keep  pada 14 Mei 2023. 
21 Desti Nur Rahma, “Pembatalan Perjanjian Akibat Pandemi COVID-19 Ditinjau dari 

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, 

(Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2021), hlm. 3 
22 Rahmat S.S. Soemadipraja, Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Syarat-

syarat Pembatalan Perjanjian yang Disebabka Keadaan Memaksa/Force majeure), (Gramedia, 

2010), hlm. 71. 
23 Jihan Rafifah, “Klausa Force majeure Sebagai Dasar Penundaan Pelaksanaan Kontrak 

Internasional Pada Masa Pandemi COVID-19” (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 

2022), hlm. 6. 

https://unctad.org/webflyer/strengthening-international-response-and-cooperation-address-seafarer-crisis-and-keep
https://unctad.org/webflyer/strengthening-international-response-and-cooperation-address-seafarer-crisis-and-keep
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sebagai dampak yang dapat terjadi dari ditetapkannya klausa force majeure, 

yaitu penundaan pemenuhan kewajiban atau pengakhiran kontrak bisnis.24 

Beberapa penelitian terkait penundaan kontrak pengangkutan barang 

selama pandemi COVID-19 sudah pernah dilakukan sebelumnya. Pertama, 

penelitian yang telah dilakukan oleh Rizkyana Diah Pitaloka pada tahun 2021 

dalam jurnal berjudul “Kebijakan Penundaan Pemenuhan Kontrak Bisnis Di 

Masa Pandemi COVID-19”,25 penelitiannya memfokuskan kajian mengenai 

kebijakan para pihak dalam menghadapi penundaan pemenuhan perjanjian 

kontrak bisnis di masa pandemi COVID-19 dan dampak dari penundaan 

pemenuhan kontrak bisnis bagi para pihak di masa pandemi COVID-19.  

Penelitian kedua oleh Riza Fibrian pada tahun 2020 dengan judul 

“Kebijakan Hukum Pembatalan Kontrak Dalam Keadaan Force majeure 

Pandemi COVID-19 Di Indonesia”,26 penelitiannya berfokus pada pembatalan 

kontrak yang terjadi selama pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia 

karena pemerintah mengeluarkan Kepres No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Bencana dalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai 

Bencana Nasional.  

Penelitian ketiga oleh Salsabila Annisa Nursaputri pada tahun 2021 

dengan judul “Penundaan Pelaksanaan Kewajiban Dalam Perjanjian 

 
24 Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum, 

(Jakarta: Prenamedia Group, 2018), hlm. 115. 
25 Rizkyana Dian Pitaloka, “Kebijakan Penundaan Pemenuhan Kontrak Bisnis di Masa 

Pandemi COVID-19”. (Paper, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta) 
26 Riza Febian, “Kebijakan Hukum Pembatalan Kontrak dalam Keadaan Force majeure 

Pandemi COVID-19 di Indonesia”, Jurnal Universitas Semarang, Volume 10 Nomor 2, Nov 2020. 
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Pengangkutan Barang Akibat Pandemi COVID-19”,27 penelitiannya 

menyimpulkan bahwa sebagian pihak pengangkut tidak  terhalang untuk 

melaksanakan kewajibannya untuk mengangkut barang selama masa pandemi 

sehingga pandemi COVID-19 tidak langsung digunakan sebagai alasan 

pembatalan suatu kontrak dengan menjadikannya peristiwa force majeure. 

Pihak pegangkut perlu membuktikan bahwa pihaknya terdampak pandemi dan 

menunjukkan akibat yang terjadi pada pengangkutan barang melalui laut. 

Dengan demikian berdasarkan penelitian terdahulu, pada penelitian ini 

penulis melakukan penelitian lebih lanjut dengan memfokuskan penelitian 

mengenai instrumen hukum internasional yang mengatur pengangkutan barang 

jalur laut dan permasalahan yang terjadi dalam kontrak pengangkutan barang 

jalur laut di masa pandemi COVID-19 serta menemukan solusi-solusi apa saja 

yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dengan 

pendalaman peraturan melalui hukum internasional. Maka dari itu, penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi 

dengan judul “PENUNDAAN KEWAJIBAN KONTRAK 

INTERNASIONAL PENGANGKUTAN BARANG JALUR LAUT 

AKIBAT PANDEMI  COVID-19 BERDASARKAN HUKUM 

INTERNASIONAL.”  

 

 

 
27 Salsabila Annisa Nursaputri, “Penundaan Pelaksanaan Kewajiban dalam Perjanjian 

Pengangkutan Barang Akibat Pandemi COVID-19”, Universitas Airlangga Jurist-Diction, Volume 

4 Nomor 3, 2021. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis mendapatkan rumusan 

masalah sebagai berikut. 

1. Instrumen-instrumen hukum internasional apa yang terkait dalam mengatur 

kontrak internasional pengangkutan barang jalur laut khususnya dalam 

kondisi pandemi COVID-19? 

2. Apa saja permasalahan yang terjadi dalam kontrak internasional 

pengangkutan barang melalui jalur laut selama pandemi COVID-19? 

3. Bagaimana solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan 

yang timbul dalam pengangkutan barang internasional jalur laut akibat 

pandemi COVID-19?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian permasalah yang diatas, penelitian ini memiliki tujuan-

tujuan yang akan dicapai sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui instrumen hukum internasional yang menjadi landasan 

hukum dalam mengatur kontrak internasional pengangkutan barang jalur 

laut selama masa pandemi COVID-19. 

2. Untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dalam kontrak internasional 

pengangkutan barang melalui jalur laut selama pandemi COVID-19. 

3. Untuk menganalisis dan memberikan solusi yang dapat dilakukan untuk 

mengatasi permasalahan-permasalahan yang berterjadi dalam 
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pengangkutan barang internasional jalur laut sebagai akibat dari pandemi 

COVID-19. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berikut merupakan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini. 

1. Manfaat secara teoritis, penulis berharap penulisan ini dapat bermanfaat di 

ranah ilmu hukum khususnya pada hukum internasional yang berkaitan 

dengan permasalahan penundaan pelaksanaan kewajiban kontrak 

internasional pengangkutan barang jalur laut akibat pandemi COVID-19 

dan nantinya penulisan ini dapat digunakan oleh masyarakat luas terutama 

sebagai salah satu sumber dokumen penelitian yang relevan bagi para 

akademisi dengan penelitiannya. 

2. Manfaat secara praktis, penulis berharap penulisan ini dapat memberikan 

kontribusi praktis kepada semua pihak terkhusus dalam bidang hukum 

internasional dan masyarakat internasional yang relevan dan berkaitan 

dengan permasalahan penundaan pelaksanaan kewajiban kontrak 

internasional pengangkutan barang jalur laut akibat pandemi COVID-19. 

 

E. Ruang Lingkup 

Penulisan skripsi dengan judul “Penundaan Pelaksanaan Kewajiban 

Kontrak Internasional Pengangkutan Barang Jalur Laut Akibat Pandemi 

COVID-19 Berdasarkan Hukum Internasional” memiliki ruang lingkup berupa 

analisis instrumen hukum internasional terhadap penundaan kewajiban kontrak 
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internasional pengangkutan barang jalur laut sebagai dampak dari pandemi 

COVID-19. 

 

F. Kerangka Teori 

1. Teori Perdagangan Internasional 

Professor Clive M. Schmitthoff, seorang guru besar di bidang hukum 

dagang internasional dari City of London College, mengartikan perdagangan 

internasional sebagai sekumpulan aturan yang mengatur hubungan-

hubungan komersial yang bersifat perdata dan aturan-aturan hukum tersebut 

nantinya mengatur transaksi antar negara.28 Hal ini berkaitan dengan proses 

pengangkutan jalur laut yang mana umumnya dilakukan oleh negara yang 

berbeda sehingga terbentuk dalam suatu kontrak internasional. 

Kemudian perdagangan internasional memiliki keuntungan-

keuntungan seperti yang di ungkapkan oleh Sadono Sukirno yaitu 

mendapatkan barang yang tidak bisa diproduksi di negara sendiri, mampu 

menjadi sarana untuk memperluas pasar dari produk yang dihasilkan serta 

dapat menjadi kesempatan bagi suatu negara untuk mempelajari teknik 

produksi efesien dan lebih modern.29 

Teori perdagangan internasional akan membantu menjawab rumusan 

masalah pertama, kedua, dan ketiga yang membahas permasalahan yang 

 
28 United Nations, Progressive Development of the Law of International Trade: Report of 

the Secretary General of the United Nations 1966 (Selanjutnya disebut Secreatry General Report), 

(New York: United Nations, 1966), hlm. 1.  
29 Serlika Aprita, Rio Adhitya. Hukum Perdagangan Internasional. (Depok: Rajawali Pers, 

2020), hlm. 4. 
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dapat terjadi pada kontrak internasional pengangkutan barang jalur laut 

selama pandemi COVID-19, kemudian bagaimana dalam perdagangan 

internasional mengatur urusan penundaak kewajiban pada kontrak 

internasional pengangkutan barang jalur laut, serta solusi-solusi apa yang 

dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan pada kontrak internasional 

pengangkutan barang jalur laut seperti penundaan pengangkutan barang. 

 

2. Teori Pengangkutan Laut 

Pengangkutan menurut Sudjipto adalah perjanjian timbal balik 

pengangkut dengan pengirim, pengangkut mengikatkan diri 

menyelenggarakan pengangkutan dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat 

tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk 

membayar uang angkutan.30 

Pengangkutan barang secara global sangat erat kaitannya dengan 

penyelenggaraan kontrak pengangkutan barang melalui jalut laut. Pada 

Carriage of Goods by Sea Act (COGSA),31 dijelaskan pada section 3 bahwa 

kontrak pengangkutan barang melalui laut adalah kondisi dimana pihak 

pengangkut sepakat untuk menyanggupi untuk mengangkut barang melalui 

jalur laut dari satu pelabuhan atau tempat asal di suatu negara ke pelabuhan 

atau tempat tujuan di negara lain. 

 
30 Purwosudjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3, Hukum Pengangkutan, 

(Jakarta: Djambatan, 1991), hlm. 2. 
31 COGSA merupakan aturan hukum yang mengatur tentang tanggung jawab pemilik kapal 

(ship owner) atau penyewa (charterer) dan pengirim (shipper) atas barang yang dibawa ship owner 

atau charterer, dari dan ke Amerika Serikat, dibuat oleh Amerika Serikat pada tahun 1936 dan masih 

digunakan sampai saat ini. 
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Teori pengangkutan laut akan berperan penting pada penelitian ini 

karena kontrak pengangkutan laut akan menjadi acuan dalam meneliti 

tanggung jawab pihak-pihak yang berkaitan dengan pengangkutang barang 

jalur laut. Teori ini dapat membantu untuk menjawab rumusan 

permasalahan pertama, kedua, dan ketiga pada penelitian ini, yang mana 

akan membahas permasalahan yang terjadi pada penundaan kontrak 

pengangkutan barang jalur laut di masa pandemi COVID-19, instrumen 

hukum internasional mengenai pengangkutan barang jalur laut, serta saran 

apa yang dapat diberikan untuk menanggulangi permasalahan yang terjadi 

pada pengangkutan barang jalur laut selama pandemi COVID-19 

berlangsung. 

 

3. Teori Hukum Kontrak Internasional  

Menurut Sudargo Gautama, kontrak internasional adalah suatu 

kontrak yang didalamnya ada atau terdapat unsur asing (foreign element).32 

Unsur asing yang dimaksud diantaranya adalah adanya perbedaan 

kewarganegaraan subjek hukum. Kemudian G. Schwarzenberger 

berpendapat bahwa kontrak internasional adalah sebuah persetujuan antara 

subjek hukum internasional yang memunculkan kewajiban yang mengikat di 

bawah hukum internasional.33 Pihak-pihak yang mengikatkan diri pada 

kontrak internasional akan mematuhi hukum internasional dalam 

 
32 Sudargo Gautama, Kontak Dagang Internasional, (Bandung: Alumni, 1976), hlm. 7. 
33 Adjar.id. “Pengertian Perjanjian Internasional Menurut Para Ahli”, diakses melalui 

https://adjar.grid.id/read/543158358/pengertian-perjanjian-internasional-menurut-para-

ahli?page=all pada 14 Mei 2023. 

https://adjar.grid.id/read/543158358/pengertian-perjanjian-internasional-menurut-para-ahli?page=all
https://adjar.grid.id/read/543158358/pengertian-perjanjian-internasional-menurut-para-ahli?page=all
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melaksakanan kewajibannya. Perjanjian-perjanjian internasional yang 

terkait dengan kontrak internasional antara lain United Nation Convention 

on Contracts for the International Sale of Goods (Konvensi CISG 1980) 

sebagai konvensi jual beli internasional, dan Principles of International 

Commercial Contracts dalam International Institute for the Unification of 

Private sebagai konvensi tentang prinsip-prinsip kontrak internasional. 

Hukum kontrak internasional terwujud dalam lex mercatoria (hukum 

kebiasaan dagang) dimaksudkan guna menyelaraskan berbagai sistem 

hukum yang ada di dunia.34 Prinsip hukum kontrak internasional berdasarkan 

UNIDROIT, antara lain:35 1) Prinsip Kebebasan Berkontrak, 2) Prinsip 

Pengakuan Hukum Terhadap Kebiasaan Dagang, 3) Prinsip Itikad Baik 

(Good Faith) dan Transaksi Jujur (Fair Dealing), dan 4) Prinsip Force 

Majure. Hukum kontrak internasional berperan penting dalam kontrak 

pengangkutan barang melalui jalur laut sebagai acuan para pihak untuk 

membuat isi perjanjian-perjanjian dalam kontrak yang mereka sepakati. 

Teori ini akan membantu menjawab rumusan masalah pertama dan 

kedua pada penelitian ini, yang membahas mengenai apa saja permasalahan 

yang dapat menyebabkan penundaan kontrak internasional pengangkutan 

barang jalur laut dan instrumen-instrumen hukum internasional apa yang 

terkait dengan penundaan kontrak internasional pengangkutan barang jalur 

laut khususnya dalam kondisi pandemi COVID-19. 

 
34 Huala Adolf, Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional, (Bandung: Refika Aditama, 

2008), hlm. 12. 
35 Putri Lestari, et.al, Prinsip-prinsip Hukum dalam Kontrak Internasional, Universitas 

Negeri Sebelas Maret, 2013, hlm. 9. 
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G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penulis dalam penulisan ini penulis menggunakan jenis penelitian 

hukum normatif (normative legal research) yang merupakan suatu 

penelitian hukum dengan karakteristik penelitian kepustakaan (literature 

research) atau data sekunder. 

 

2. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan 

penelitian sebagai berikut.36 

a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) 

Pada pendekatan ini, penulis mempelajari berbagai instrumen 

hukum internasional yang mengikat melalui konvensi dan regulasi 

internasional yang berhubungan dengan masalah hukum yang akan 

diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sejumlah regulasi 

yang mengatur mekanisme jalannya kontrak internasional. 

b. Pendekatan Konseptual (conceptual approach) 

Pada pendekatan konseptual, penulis menggunakan  metode 

yang mempelajari dan memahami suatu permasalahan secara 

fundamental seperti mempelajari prinsip, asas-asas, doktrin, teori, dan 

 
36 Yati Nurhayati, et.al. “Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu 

Hukum”, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI), Volume 2 Nomor 1, hlm. 11-12. 
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filosofi hukum yang menyangkut suatu permasalahan yang dapat 

menghasilkan sebuah gagasan pemikiran. 

 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

  Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan  

  hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 

a. Bahan Hukum Primer 

1. The Hague Rules 1924 dan The Hague-Visby Rules 1968 

2. The Hamburg Rules 1978 

3. UNCTAD (United Nations Conference On Trade And 

Development) 

4. UNIDROIT Principles 2010 (Principles of International 

Commercial Contract) 

5. ICC (The International Chamber of Commerce) 

6. COGSA (Carriage of Goods by Sea Act) 

7. CISG 1980 (United Nation Convention on Contracts for the 

International Sale of Goods) 

b. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 

hasil-hasil penelitian dan karya yang dihasilkan oleh kalangan hukum 

untuk menjelaskan bahan hukum primer. 

c. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 

penjelasan-penjelasan dari ensiklopedia serta kamus terhadap bahan 

hukum primer dan sekunder. Bahan tersier antara lain Kamus Besar 
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Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, dan materi lain yang 

bersumber dari internet yang  relevan dengan penulisan penelitian ini. 

 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan pada penelitian 

ini adalah teknik studi pustaka (Library Research). Studi pustaka bahan 

hukum berasal dari hasil sejumlah penelitian berbasis kepustakaan yang 

relevan dan berkorelasi dengan bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder, dan bahan hukum tersier yang kemudian digabungkan dan 

disusun secara sistematis yang nantinya dapat dipergunakan sebagai 

pembahasan guna memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada 

pada penulisan skripsi ini.37 

 

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian 

Teknik yang diterapkan oleh penulis pada penelitian ini merupakan 

analisis deskriptif kualitatif. Data yang telah diperoleh dengan mengkaji 

prosedur pemecahan masalah dengan mendeskripsikan data secara 

konseptual melalui penelitian kepustakaan, kemudian melakukan analisis 

dalam bentuk kesimpulan.38 

 

 

 
37Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 

hlm.75. 
38Subandi, “Deskripsi Kualitatif Sebagai Suatu Metode dalam Penelitian Pertunjukan”, 

Harmonia, Vol. 11, No.2. 2011, hlm. 173-174. 
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6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Metode yang digunakan dalam merumuskan sebuah kesimpulan 

pada penelitian ini menggunakan penyimpulan secara Deduktif, yaitu 

menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum untuk dapat ditarik 

kesimpulan yang bersifat khusus. Seperti memulai dari asas atau prinsip 

hukum dan aturan hukum terhadap permasalahan yang diteliti.39 

  

 
39Muhaimin, op.cit., hlm. 76. 
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